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Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian penting dari 
keberlangsungan Birokrasi di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan proses rekrutmen 
dan penempatan pegawai yang baik demi terciptanya kinerja yang efektif dan 
efisien. Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar terdapat 
ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan jabatan yang diisi. Oleh 
karena itu syarat penempatan seperti pendidikan, keterampilan, dan pengalaman 
kerja harus diperhatikan dengan baik. 
 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian 
penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar 
dengan syarat penempatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif . 
Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner yang 
dilakukan sekitar 1 bulan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan pegawai di Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar sudah dilakukan dengan baik 
dengan persentase 71,8%. Analisis indikator pengetahuan mendapatkan 
persentase 66,2% (cukup baik), analisis indikator keterampilan kerja 
mendapatkan persentase 69,5% (baik), dan analisis indikator pengalaman kerja 
mendapatkan persentase 78,9% (baik). Namun terdapat beberapa aspek yang 
harus diperbaiki guna mencapai visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 
Kota Makassar. 
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State Civil Apparatus (ASN) is an important part of the sustainability of 
bureaucracy in Indonesia. That requires the good recruitment and deployment of 
staff for  an effective and efficient performance. In the Regional Personnel 
Agency (BKD) Makassar, there is a mismatch of educational background to the 
position filled. Therefore terms of office like knowledge, skill and experience must 
be concern. 
 
In general, this research aims to look at the suitability of the placement of 
employees in the Regional Personnel Agency (BKD) Makassar with terms of 
office. This study uses a quantitative research. As for the collection of data used 
is distributing questionnaires conducted about one month. 
 
The results showed that the deployment of staff in the Regional Personnel 
Agency (BKD) Makassar city has done well with the percentage of 71.8%. 
Indicator analysis knowledge to get a percentage of 66.2% (pretty good), analysis 
of indikators of job skills to get a percentage of 69.5% (good), and analysis of 
indikators of work experience earn a percentage of 78.9% (good). However, there 
are some aspects that should be improved in order to achieve the vision and 
mission of the Regional Employment Agency (BKD) Makassar. 
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I.1 Latar Belakang Masalah 
Organisasi merupakan wadah bagi sekumpulan manusia yang saling 
bekerja sama demi mencapai tujuan tertentu. Salah satu indikator yang 
mempengaruhi berhasil atau tidaknya tujuan organisasi adalah pegawai yang 
dimiliki oleh organisasi itu sendiri.  
 Dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi, organisasi publik 
perlu beradaptasi dengan perubahan yang sangat dinamis. Pemerintah dituntut 
untuk selalu melakukan penyempurnaan kualitas Aparatur Sipil Negara  (ASN) 
baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi sikap pegawai itu sendiri. Perbaikan 
kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan 
mempengaruhi kinerja pegawai masyarakat secara keseluruhan dalam rangka 
meningkatkan daya saing Aparatur Sipil Negara dalam suatu negara. 
 Pegawai mempunyai peran yang utama dalam setiap kegiatan organisasi, 
karena pegawai menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan 
sistem organisasi. Tujuan organisasi akan lebih mudah dicapai apabila pegawai 
ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Oleh 
karena itu, pegawai memilki peran sentral dalam kelangsungan organisasi. Salah 
satu yang harus diperhatikan tentang kepegawaian adalah proses penempatan 
pegawai. 
 Penempatan pegawai bertujuan untuk menempatkan manusia yang tepat 
pada jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya sehingga prestasi 
kerja pergawai akan meningkat. Manusia sebagai tenaga kerja merupakan unsur 
yang sangat penting bagi organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia 
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harus dilakukan secara professional agar terwujud keseimbangan antara 
kebutuhan akan kemampuan sumber daya manusia sebagai pegawai dengan 
tuntutan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi 
agar organisasi dapat berkembang secara produktif.  
Penempatan pegawai yang tidak tepat akan berpengaruh terhadap 
produktifitas organisasi sehingga perlu diadakannya penyesuaian antara 
keterampilan, pengetahuan dan jabatan pekerjaan. Pencapaian terhadap 
keseimbangan tersebut dapat dimulai dari perekrutan, penyeleksian, 
pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan, penataan 
dan perkembangan karirnya. 
 Menurut Hasibuan (2005 : 63), penempatan harus didasarkan pada job 
description dan job specification yang telah ditentukan serta berpedoman kepada 
prinsip "The right man on the right place and the right man behind the job”. Hal ini 
akan membawa suatu instansi kepada hasil kerja yang optimal karena terdapat 
adanya korelasi positif antara penempatan pegawai dengan peningkatan 
produktifitas kerja. Mathis & Jackson (2006 : 262), menyatakan bahwa 
penempatan adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang 
tepat, seberapa baik seorang pegawai cocok dengan pekerjaanya akan 
mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. 
 Penempatan pegawai sangat penting diperhatikan, karena salah 
menempatkan pegawai akan menimbulkan penurunan prestasi kerja, kebosanan, 
menurunnya gairah kerja dan sebagainya. Karena kesalahan penempatan 
pegawai harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan syarat penempatan, 
sehingga penempatan pegawai pada jabatan ini dapat berhasil guna secara 
maksimal. Menurut Rivai (dalam Suwatno & Donni Juni Priansa, 2013 : 97) 
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Penempatan ialah mengalokasikan para pegawai pada posisi kerja tertentu, 
khususnya terjadi pada karyawan baru.  
 Dalam fenomena yang terjadi di instansi pemerintahan, ditemukan 
adanya ketidaksesuaian antara orang yang mengisi jabatan tertentu dengan 
kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Dalam setiap merancang formasi 
perencanaan pegawai, terdapat uraian jabatan yang harus disesuaikan dengan 
kualifikasi yang dimiliki calon pegawai. Pejabat yang memiliki wewenang kurang 
memperhatikan analisis jabatan dalam melakukan suatu penempatan pegawai 
sehingga hasilnya kinerja organisasi kurang maksimal. 
 Pasal 56 UU No.5 Tahun 2014 menegaskan, setiap Instansi Pemerintah 
wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis 
jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan sebagaimana 
dimaksud dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) 
tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. 
Disebutkan dalam UU ini, setiap Instansi Pemerintah mengumumkan 
secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari 
calon ASN, dan setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang 
sama untuk melamar menjadi ASN setelah memenuhi persyaratan. 
Adapun penyelenggaraan seleksi pengadaan ASN harus dilakukan 
melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan 
persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Penyelenggaraan seleksi 
sebagaimana dimaksud terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, 
seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Berdasarkan bunyi 
Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu,  peserta yang lolos seleksi 
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diangkat menjadi calon ASN, dan pengangkatan calon ASN ditetapkan dengan 
keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. 
Tabel I.1 
Data kesesuaian latar belakang pendidikan dengan syarat jabatan 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sesuai 11 64,7 % 
Tidak Sesuai 6 35,3 % 
Total 17 100 % 
(Sumber : Data sekunder, BKD Kota Makassar, 2012) 
Berdasarkan data di atas, terdapat 35,3% pegawai di BKD Kota Makassar 
yang memiliki ketidaksesuaian latar belakang pendidikan denganjabatan yang 
didudukinya. Setiap perencanaan penempatan pegawai harus memperhatikan 
kesesuaian spesifikasi jabatan dengan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. 
Untuk mencapai efektivitas yang tinggi dalam kinerja organisasi, sedapat 
mungkin dilakukan upaya menempatkan pegawai yang benar-benar sesuai 
dengan kualifikasi yang dibutuhkan.  
 Contoh diatas merupakan suatu fenomena yang sering dijumpai dalam 
dunia pemerintahan, untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut 
secara lebih mendalam. Penulis ingin mengetahui bagaimana sistem 
penempatan pegawai yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Makassar. Maka penulis mengangkat judul “Evaluasi penempatan pegawai di 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar”. 
I.2  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 
dapat merumuskan masalah dari penelitian ini yaitu :  
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1. Apakah penempatan pegawai di BKD Kota Makassar mempertimbangkan 
syarat pendidikan ? 
2. Apakah penempatan pegawai di BKD Kota Makassar mempertimbangkan 
syarat keterampilan kerja ? 
3. Apakah penempatan pegawai di BKD Kota Makassar mempertimbangkan 
syarat pengalaman kerja ? 
I.3  Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan uraian dari rumusan masalah diatas, maka tujuan 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mendeskripsikan kesesuaian penempatan pegawai dengan 
mempertimbangkan syarat pendidikan dalam penempatan pegawai di Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Makassar. 
2. Untuk mendeskripsikan kesesuaian penempatan pegawai dengan 
mempertimbangkan syarat keterampilan kerja dalam penempatan pegawai 
di Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar. 
3. Untuk mendeskripsikan kesesuaian penempatan pegawai dengan 
mempertimbangkan syarat pengalaman kerja dalam penempatan pegawai di 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar. 
I.4  Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan acuan dan 
bermanfaat dari segi : 
1. Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan 
memberikan kontribusi bagi penulis, instansi yang bersangkutan, dan peneliti 
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lainnya untuk dijadikan bahan referensi dalam mengakaji masalah-masalah 
kepegawaian khususnya tentang penempatan pegawai. 
2. Praktis 
Penelitian ini mampu memberikan masukan dalam kebijakan penempatan 
pegawai yang sesuai dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia 
sektor publik. Selain itu memberikan kontribusi bagi pimpinan dalam upaya 










II.1  Manajemen Sumber Daya Manusia 
 Organisasi merupakan wadah tempat berkumpul sekelompok orang yang 
memiliki tujuan yang sama, oleh karena itu manusia merupakan inti dari 
organisasi itu sendiri. Kemajuan organisasi sangat tergantung dari manajemen 
sumber daya manusia yang bisa mengatur posisi orang-orang dalam organisasi 
yang menempati posisi strategis di organisasi tersebut. 
 Menurut Dessler (dalam Sutrisno, 2009 : 5), manajemen sumber daya 
manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang 
dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau sumber daya 
manusia dari posisi manajemen meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, 
pengimbalan, dan penilaian. Sedangkan menurut Stoner (dalam Sutrisno, 2009 : 
6), manajemen sumber daya manusia meliputi penggunaan sumber daya 
manusia secara produktif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dan 
pemuasan kebutuhan pekerja secara individual. 
 Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen 
sumber daya manusia berfokus bagaimana memanfaatkan secara maksimal 
potensi yang dimiliki manusia itu sendiri agar bisa berkembang dengan baik. 
Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam organisasi, oleh karena itu 
harus dimanfaatkan dengan baik guna menghadapi persaingan yang ada. 
 Manajemen sumber daya manusia mengatur dan menempatkan program 
kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut : 
1. Menempatkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif 




2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan pegawai berdasarkan atas 
the right man on the right place and right man on the right job. 
3. Menempatkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 
pemberhentian. 
4. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi pegawai. 
5. Mengatur mutasi pegawai baik vertikal maupun horizontal 
Menurut Yuniarsih & Suwatno (2013 : 6) fungsi operasional manajemen 
sumber daya manusia meliputi :  
1. Perencanaan tenaga kerja, yaitu upaya untuk merencanakan ada upaya 
untuk merencanakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk 
memenuhi kebutuhan yang digunakan guna mencapai tujuan organisasi ini. 
Fungsi ini meliputi analisis pekerjaan, rekrutmen, penempatan sampai pada 
orientasi pekerjaan. 
2. Pengembangan tenaga kerja yang dapat dilakukan dengan mengadakan 
pendidikan dan latihan yang rutin, promosi dan mutasi. 
3. Penilaian prestasi kerja akan membantu mengetahui keryawan yang 
mempunyai prestasi kerja yang baik maupun yang kurang. 
4. Pemberian kompensasi, meliputi kegiatan pemberian balas jasa kepada para 
karyawan. 
5. Pemeliharaan tenaga kerja yang diharapkan dapat memberi ketenangan 
kerja dan konsentrasi penuh bagi pekerja guna menghasilkan prestasi kerja 
yang diharapkan oleh organisasi.  
6. Pemberhentian, adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya 




II.2  Aparatur Sipil Negara 
II.2.1  Pengertian Aparatur Sipil Negara 
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di 
dunia, oleh karena itu Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang 
sangat luar biasa. Dengan kekayaan kondisi demografi ini, tentu harus 
dimanfaatkan dengan bijak untuk kemajuan negara. Namun, ini tentu juga harus 
diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang kita miliki. Orang yang 
bekerja pada suatu organisasi dapat disebut sebagai pegawai.  
Pengertian Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang no 5 tahun 
2014 pasal 1 ayat (3), tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu : 
“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan” 
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aparatur Sipil Negara adalah 
pegawai pemerintah yang berada di luar politik, bertugas melaksanakan 
administrasi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
telahditetapkan. Pegawai merupakan orang yang bekerja dalam pemerintahan 
atau perusahaan. Dengan demikian, Aparatur atau Pegawai PemerintahDaerah 
dapat didefinisikan sebagai alat kelengkapan pemda yang bertugas 
melaksanakan rodapemda sehari-hari, yang berada diluar politik, 
bertugasmelaksanakan administrasi pemerintah di daerah dan mendapatkan 
imbalan (gaji) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah 
ditetapkan. 
Sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan tentang syarat-syarat 
seseorang dikatakan seorang Aparatur Sipil Negara yaitu: 
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1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. 
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang. 
3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri. 
4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan. 
II.2.2  Tugas Dan Fungsi Aparatur Sipil Negara 
Aparatur Sipil Negara dalam suatu negara sangat penting dan 
menentukan, karena sebagai pelaksana kebijakan publik dalam mencapai tujuan 
nasional di negara tersebut. Untuk itu dalam upaya mewujudkan tujuan nasional 
itu harus ada kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat maupun dengan 
Pemerintah Daerah dan juga masyarakat. Meskipun program Pemerintah 
terencana dengan baik tetapi apabila masyarakat tidak mendukung maka tidak 
akan terjadi pelaksanaan program pemerintah dengan baik. 
Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan 
tujuan nasional, sangat dibutuhkan adanya Aparatur Sipil Negara yang penuh 
kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Negara 
dan Pemerintah. Untuk mewujudkannya maka Aparatur Sipil Negara perlu dibina 
sebaik baiknya untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan 
dan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur 
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. 
Pada Pasal 4 Undang-Undang No.43 Tahun 1999Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
setiap Aparatur Sipil Negarawajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, 
Negara danPemerintahan. Pada umumnya yang dimaksud dengankesetiaan dan 
ketaatan adalah suatu tekad dan kesanggupandari seorang Aparatur Sipil 
Negara untuk melaksanakan danmengamalkan sesuatu yang ditaati dengan 
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penuh kesadarandan tanggung jawab. Aparatur Sipil Negara sebagai 
aparaturnegara, abdi masyarakat wajib setia dan taat kepadaPancasila, sebagai 
falsafah dan idiologi negara, kepada UUD1945, kepada Negara dan 
Pemerintahan. Biasanya kesetiaan dan ketaatan akan timbul dari pengetahuan 
dan pemahamanyang mendalam, oleh sebab itulah seorang Aparatur Sipil 
Negarawajib mempelajari dan memahami secara mendalamtentang Pancasila, 
UUD 1945, Hukum Negara dan Politik Pemerintahan. 
Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun1974 (pasal ini tidak diubah 
oleh UU No.43 Tahun 1999)Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan 
setiapAparatur Sipil Negara wajib mentaati segala peraturan perundanganyang 
berlaku dan melaksanakan kedinasan yangdipercayakan kepadanya dengan 
penuh pengabdiankesadaran dan tanggung jawab. Aparatur Sipil Negara 
adalahpelaksana pearturan perundang-undangan, sebab itu makaseorang 
Aparatur Sipil Negara wajib berusaha agar setiapperaturan perundang-undangan 
ditaati oleh anggotamasyarakat.Sejalan dengan itu Aparatur Sipil Negara 
berkewajibanmemberikan contoh yang baik dalam mentaati danmelaksanakan 
segala peraturan dan perundang-undanganyang berlaku.  
Di dalam melaksankan peraturan perundang-undangan,pada umumnya 
kepada Aparatur Sipil Negara diberikantugas kedinasan untuk melaksanakan 
dengan baik. Padapokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah 
merupakankepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapanbahwa 
tugas itu nantinya akan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Maka Aparatur Sipil 
Negara dituntut penuhpengabdian, kesadaran dan tanggung jawab 
dalammelaksanakan tugas kedinasan. Kedinasan lain sebagaiseorang Aparatur 
Sipil Negara wajib menyimpan rahasiajabatan dan seorang Aparatur Sipil Negara 
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dapat mengemukakanrahasia jabatan atas perintah perintah pejabat yang 
berwajibatas kuasa undang-undang (Pasal 6 Undang-Undang No.8Tahun 1974 
tidak dicabut oleh UU No.43 Tahun1999). Yangdimaksud dengan rahasia adalah: 
rencana, kegiatan yangakan, sedang atau telah dilakukan yang dapat 
mengakibatkankerugian yang besar atau dapat menimbulkan bahaya, 
apabiladiberitahukan atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.Rahasia 
jabatan adalah rahasia mengenai atau adahubungannya dengan jabatan. 
Rahasia jabatan dapat berupadokumen tertulis seperti surat, notulen rapat, peta 
dan dapatjuga berupa keputusan lisan dari seorang atasan. 
II.3  Analisis Jabatan 
II.3.1 Definisi Analisis Jabatan 
Setiap organisasi tentunya mempunyai berbagai tujuan yang hendak 
dicapai. tujuan tersebut diraih dengan mendayagunakan sumber-sumber daya 
yang ada. Kendati berbagai sumber daya yang ada penting bagi oraganisasi, 
satu-satunya factor yang menunjukkan keunggulan kompetitif potensial adalah 
sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya itu dikelola. 
Apabila organisasi semakin besar, pelakasanaan berbagai kegiatan 
pengelolaan sumber daya manusia biasanya diserahkan kepada tenaga-tenaga 
spesialis dalam bidang itu. Dalam pada itu merupakan kenyataan pula bahwa 
tenaga spesialis di bidang pengelolaan sumber daya manusia tidak selalu 
memiliki pengetahuan yang mendalam tentang semua jenis pekerjaan yang 
terdapat dalam satuan kerja lain dalam organisasi. 
Tanpa pengetahuan yang memadai tentang apa yang dilakukan oleh para 
pegawai atas pekerjaanya, organisasi tidak akan membentuk prosedur sumber 
daya manusia yang efektif untuk memilih ,mempromosikan,melatih, menilai dan 
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memberikan kompensasi kepada pegawai. Hal ini mengkibatkan pengkajian dan 
pemahaman pekerjaan melalui proses yang disebut analisis pekerjaan 
merupakan bagian vital dari setiap program manajemen sumber daya manusia.  
Secara umum analisis jabatan merupakan suatu proses untuk 
mengidentifikasi dan menentukan secara rinci tugas-tugas (duties) dan 
persyaratan dari suatu jabatan tertentu. Suwatno & Donni Juni Priansa (2013 : 
76) mendefinisikan analisis jabatan merupakan suatu proses pengumpulan 
informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tanggung jawab suatu jabatan 
tertentu hingga merujuk  pada seleksi dan penempatan pekerjaan yang sesuai. 
Sedangkan, menurut Menurut Hasibuan (2005:28) Job Analysis (analisis 
pekerjaan) adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus 
dikerjakan, bagaimana pekerjaannya, dan mengapa pekerjaan itu harus 
dikerjakan. Selanjutnya, Robbins & De Cenzo (dalam Yuniarsih & Suwatno, 2013 
: 98) menuliskan rincian lebih dalam beirisi deskripsi tugas mencakup penetapan 
ruang lingkup pekerjaan yang menjadi kewenangan pada sebuah posisi jabatan, 
bagaimana pekerjaan itu mesti dijalankan, situasi dana tau kondisi kerja yang 
dibutuhkan, karakteristik yang desain pekerjaan, standar kinerja yang harus 
dicapai, dan tujuan penyelesaian pekerjaan. 
Berdasarkan batasan-batasan di atas maka menurut penulis analisis 
pekerjaan memiliki arti yang sama dengan analisis jabatan, yaitu proses 
pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan 
seorang pekerja secara sistematis. 
Analisis jabatan merupakan bagian dari perencanaan sumber daya 
manusia. Menurut Moekijat (1983 : 45) analisa jabatan adalah suatu prosedur 
melalui mana fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan 
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diperoleh atau dikumpulkan dan dicatat secara sistematis. Untuk membantu 
organisasi mencapai tujuannya, diperlukan sumber daya manusia yang tepat, 
yang memiliki kemampuan sesuai dengan beban tugas yang harus dilaksanakan 
supaya tugasnya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Definisi jabatan 
(position) menurut Moekijat (1983 : 45) sekelompok pekerjaan yang dilakukan 
oleh seorang pegawai tanpa memandang apakah pekerjaan itu berbeda dengan 
pekerjaan dari lain-lain pegawai. Jabatan berkaitan dengan serangkaian 
pekerjaan yang akan dilakukan dan persyaratan yang diperlukan untuk 
melakukan tugas tersebut dan kondisi lingkungan di mana pekerjaan tersebut 
dilakukan. Data yang dikumpulkan secara lebih rinci meliputi tugas-tugas 
(duties), tanggung jawab (responsibility), kemampuan manusia (human ability), 
dan standar unjuk kerja (performance standard). 
Schuler (dalam Yuniarsih dan Suwatno, 2013: 98) berpendapat yaitu “Job 
analysis is the process of describing and recording aspects of jobs,… the 
purposes of a job, its major duties or activities, and the conditions under which 
the job is performed.” 
Istilah analisis adalah terjemahan dari kata to analyze yang berarti 
”menguraikan”. Jadi analisis jabatan berarti menguraikan suatu jabatan menjadi 
beberapa tugas (task). 
Secara spesifik, ruang lingkup informasi pekerjaan mencakup 6 
pertanyaan dasar sebagai berikut : 
1. Apa yang harus dilakukan (What is to be done). Informasi yang dibutuhkan 
berkenaan dengan target kegiataanya yaitu : 
a. Bidang penyediaan data harus merancang aktivitas untuk 
mengumpulkan, menyusun, menyalin, menghitung, mengolah, 
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memadukan, mengkordinasikan, menganalisis, dan membandingkan 
antar data.  
b. Bidang penanganan masalah orang menyusun program kerja terkait 
dengan tugas untuk membina, mengarahkan, mengawasi, memotivasi, 
melayani, memberi instruksi, berkomunikasi dan berunding. 
c. Bidang pengolahan material merancang aktivitas untuk menyediakan 
bahan-bahan, megerjakan pekerjaan manual, mengoperasikan teknologi 
pendukung dan merawatnya dengan baik (maintenance) 
2. Mengapa harus melakukan pekerjaan itu (Why it must be done). Ini 
dimaksudkan untuk memahami penyelesaian tugas, keluasan ruang lingkup 
(scope) pekerjaan, dan alasan utama berhubungan dengan dukungan alur 
proses pengolahan input menjadi output dan outcome. 
3. Di mana pekerjaan itu sebaiknya dilakukan (setting work place). Informasi 
yang dibutuhkan terkait pengaturan tempat kerja yang ergonomik, baik dilihat 
dari tata letak (office layout) maupun tata lahan (plant layout). 
4. Kapan waktu yang paling tepat untuk mengerjakan setiap tugas 
(scheduling). Informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan urutan prioritas 
penyelesaian pekerjaan dengan memperhatikan interelasi dan 
interdependensi antar kegiatan. 
5. Siapa orang paling kompeten untuk menyelesaikan pekerjaan (who is the 
most competent to do it). Pertanyaan ini membutuhkan informasi tentang 
persyaratan khusus untuk memangku suatu jabatan, antara lain : 
a. Kualfikasi pendidikan 




c. Kepribadian : bakat, minat, tempramen, emosi 
d. Kondisi fisik : jenis kelamin, kesehatan 
6. Bagaimana mengerjakan tugas (how to do it). Pertanyaan ini diarahkan 
untuk memahami metode kerja dan peralatan yang diperlukan bagi 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
II.3.2  Jenis Analisis Jabatan 
Jenis analisis jabatan menurutSamsudin (2006 : 64) analisis jabatan bisa 
dibagi menjadi empat, yaitu :  
1. Job analysis for personnel specifications, yaitu kegiatan yang bertujuan 
untuk menentukan syarat mental yang dibutuhkan dari seseorang calon 
pekerja agar dapat sukses dalam memangku suatu jabatan tertentu. 
2. Job analysis for training purpose, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk 
menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengajarkan 
sesuatu pekerjaan kepada tenaga kerja baru (untuk keperluan pendidikan 
dan pelatihan).  
3. Job analysis for setting rates, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk 
menentukan nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi atau 
perusahaan sehingga dapat ditentukan upah secara adil. 
4. Job analysis for method improvements, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk 
mempermudah cara bekerja bagi tenaga kerja pada suatu jabatan atau jenis 
pekerjaan tertentu. 
II.3.3 Tujuan Analisis Jabatan 
Tujuan Analisis Jabatan menurut Mondy & Noe (dalam Sedarmayanti, 
2009 : 146) yaitu untuk memperoleh jawaban : 
1. Tugas fisik dan mental apa yang dilakukan pekerjaan 
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2. Kapan pekerjaan harus diselesaikan 
3. Di mana pekerjaan harus dilakukan 
4. Bagaimana pegawai melakukan pekerjaan 
5. Untuk apa pekerjaan dilakukan 
6. Persyaratan apa yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan 
Sedangkan Menurut Moekijat (1983 : 52), tujuan analisis jabatan yaitu 
sebagai berikut: 
1. Mengorganisir dan mengintegrasi seluruh tenaga kerja berdasarkan 
kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab jabatan.Menerima, memilih dan 
menempatkan pegawai berdasarkan syarat-syarat perorangan : sifat-sifat 
kepandaian, kecakapan dan sebagainya. 
2. Mengadakan program latihan guna memberikan pengetahuan dan 
kecakapan yang diperlukan untuk menyelesaikan jabatan dengan sebaik-
baiknya. 
3. Administrasi upah dan gaji yang berusaha memeberikan kompensasi 
berdasarkan kecakapan yang diperlukan, sukarnya kewajiban-kewajiban, 
beratnya tanggung jawab, kondisi kerja, dan syarat-syarat perseorangan 
yang diperlukan. 
4. Mengadakan pemindahan dan kenaikan pangkat pegawai berdasarkan 
syarat-syarat pengetahuan, kecakapan dan pengalaman untuk tiap-tiap 
jabatan. 
5. Mengatasi rasa tidak puas dari pegawai dengan memberikan tanggung 
jawab, kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas serta perbandingan tingkat 
pembayaran yang seadil-adilnya. 
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6. Memperbaiki kondisi-kondisi kerja yang menurut analisa jabatan berbahaya, 
tidak menyenangkan atau tidak sehat. 
7. Menentukan standar-standar produksi melalui studi gerak dan waktu. 
8. Memajukan produktivitas pegawai melalui penyederhanaan kerja dan 
perbaikan-perbaikan metode berdasarkan analisa jabatan. 
9. Mempermudah perencanaan organisasi dengan memberikan perumusan 
yang jelas dari tiap-tiap jabatan dan menunjukkan hubungan dari jabatan-
jabatan itu satu sama lain. 
Disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 35 tahun 2012 Tentang  Analisis Jabatan Dilingkungan Kementerian 
Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah pada BAB II Pasal 3, bahwa Tujuan 
analisis jabatan untuk penyusunan kebijakan program –program Seperti: 
1. Pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan. 
2. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan  
3. Evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, 
kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan 
pelatihan. 
II.3.4  Uraian Jabatan 
Dalam uraian jabatan,selain tugas-tugas,wewenang,tanggung 
jawab,hubungan lini,dan kondisi kerja juga dibuat nama jabatan,kode 
jabatan,tanggal dibuat penyusun,departemen,dan lokasi. 
Jika organisasi membuat jabatan baru maka membutuhkan persiapan 
uraian jabatan,yang menggunakan proses atau tahapan-tahapan. Uraian jabatan 
dapat dibuat kembali secara periodik dan bisa diperbarui jika memang perlu. 
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Penilaian kinerja merupakan peluang yang baik untuk memperbarui uraian 
jabatan. 
Bila organisasi menyiapkan beberapa uraian jabatan maka prosesnya 
membutuhkan waktu.secara nyata,analisis jabtaan mungkin menggunakan 
kepustakaan sebagai dasar deskripsi,seleksi untuk satu tipe pekerjaan,dan 
kemudian dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. 
1. Spesifikasi Jabatan (Job Spesification) 
Spesifikasi jabataan berisi tentang persyaratan kualifikasi individu 
sehubungan dengan posisinya pada jabatan tertentu. Pengetahuan menunjuk 
pada informasi prosedual yang penting untuk keberhasilan kinerja. Keterampilan 
adalah tingkat kemahiran individu dalam penyelesaian tugas. Dengan 
pengetahuan dan pengalaman,dapat diperoleh kemapuan dalam pekerjaan 
untuk persiapan spesifikasi jabatan. Kemampuan menunjukan kecakapan 
individu secara umum dan karakter lain mungkin menjadi ciri personal individu 
atau motivasi positif dan dapat dikembangkan. Beberapa jabatan juga 
mempunyai permintaan resmi,seperti lisensi atau sertifikat. 
Dalam mengembangakan spesifikasi jabatan,perlu mempertimbangakan 
semua elemen pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan ciri lainnya. Dalam 
pencatatan deskripsi jabatan,informasi bisa datang dari kombinasi kinerja jabatan 
individu,penyelia,atau perencanaan jabatan dan pelatihan analisis jabatan. 
Informasi yang akurat tentang KSAO adalah sangat vital bagi pengambilan 
keputusan tentang pengisian jabatan. 
2. Standar Kinerja Jabatan (Job performance standard) 
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Standar kinerja jabatan berfungsi sebagai target akan usaha yang harus 
dilakukan oleh pekerja serta sebagai kriteria untuk mengukur apakah pekerjaan 
tersebut berhasil dilaksanakan ataukah tidak. 
Dalam standar kinerja jabatan dicantumkan informasi tentang target-
target yang harus dicapai dan ukuran-ukuran keberhasilan kerja. Apabila target 
dan kriteria yang ada didalam standar kinerja jabatan ini tidak terpenuhi, maka 
bisa disimpulkan bahwa pekerja tidak berhasil melaksanakan pekerjaannya 
dengan sukses. 
3. Desain Pekerjaan (Job Design) 
Desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja 
seorang pegawai secara organisasional. Sangat penting untuk melakukan desain 
pekerjaan,karena orang banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Desain 
pekerjaan membutuhkan struktur perjaan seperti isi,fungsi,dan hubungan 
pekerjaan. Kebutuhan akan perencanaan organisasional,kebutuhan 
keselamatan,dan kelangsungan hidup organisasi jelas sangat dipengaruhi oleh 
desain dan tata letak  pabrik. Disamping itu,kebutuhan akan afiliasi dengan 
manajemen maupun kelompok dan kekuasaan sangat mempengaruhi desain 
pekerjaan. 
Desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan 
dilaksanakan,metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas,dan 
bagaimana pekerjaan tersebut berkaitaan dengan pekerjaan lainya dalam 
organisasi. Desain pekerjaan memasukan elemen  
tugas,fungsi,hubungan,kompensasi, keahlian,pengetahuan, kemampuan pada 
setiap pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan salah satu faktor pendorong 
keberhasilan produktivitas organiasi. Dari dimensi organisasi, cara 
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pengelompokan tugas dan tanggung jawab dapat mempengaruhi produktivitas 
dan biaya. Pekerjaan yang tidak terselesaikan atau terlalu sulit untuk dilakukan 
serta pekerjaan yang membosankan akan menyebabkan perputaran pegawai 
yang tinggi. Bagi seorng pegawai motivasi dan kepuasan kerja menjadi dua 
factor penting dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Dua hal tersebut dapat 
membantu pencapaian tujuan dan sasaran,terlebih jika organisasi mampu dan 
memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dari dua faktor 
tersebut. 
II.4  Penempatan Pegawai 
 Suatu cara dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan 
andal perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan pegawai yang akan 
mengisi pekerjaan yang ada dalam organisasi bersangkutan. Keberhasilan 
dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam penempatan 
pegawai baru maupun pegawai lama pada posisi jabatan baru. Proses 
penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam 
mendapatkan pegawai yang kompeten yang dibutukan organisasi, karena 
penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu 
organisasi dalam mencapai tujuan. 
Menurut Rivai (dalam Suwatno & Donni Juni Priansa, 2013 : 97) 
mendefinisikan bahwa penempatan adalah mengalokasikan para pegawai pada 
posisi kerja tertentu hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Sedangkan 
menurut Sikula (dalam Tjuju Yuniarsih & Suwatno, 2013 : 115)  menyatakan 
bahwa penempatan berarti menyesuaikan atau mencocokkan kualifikasi individu 
dengan tuntutan pekerjaan. 
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Penempatan merupakan proses penugasan/ pengisian jabatan atau 
penugasan kembali pegawai pada tugas/ jabatan baru atau jabatan yang 
berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai yang 
baru direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan (transfer), dan 
penurunan jabatan (demosi), atau bahkan pemutusan hubungn kerja. 
Kegiatan penempatan pegawai sangat penting diperhatikan,karena salah 
menempatkan pegawai akan menimbulkan penurunan prestasi kerja, kebosanan, 
menurunnya gairah kerja dan sebagainya. Karena penempatan pegawai harus 
memiliki kualifikasi  yang sesuai dengan syarat penempatan, sehingga 
penempatan pegawai pada jabatan ini dapat berhasil guna secara maksimal. 
 Menurut Mathis dan Jackson (dalam Yuniarsih dan Suwatno, 2013 : 115)  
tentang Penempatan adalah menempatkan seseorang pada posisi yang tepat 
(fitting a person to the right job). Berdasarkan pendapat tersebut maka penulis 
dapat merumuskan bahwa penempatan pegawai merupakan proses untuk 
menempatkan seseorang pada bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuan, 
keterampilan, dan bakat dasarnya berdasarkan penilaian dalam job description 
dan job specification. Pengertian ini mengandung arti bahwa dasar ukuran bagi 
penempatan seseorang adalah evaluasi job description dan job specification 
sebagai standar evaluasi. 
 Adapun menurut Saydam (2005 : 222) hal-hal yang perlu diperhatikan 
dalam penempatan pegawai adalah : 
1. Latar belakang pendidikan SDM 
2. Kesehatan jasmani dan rohani 
3. Pengalaman kerja 
4. Umur SDM yang bersangkutan 
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5. Jenis kelamin 
6. Status perkawinan 
7. Minat dan hobi 
Dalam penempatan pegawai, tentunya perlu dipertimbangkan beberapa 
aspek sebelum pelaksanaan penempatan. Menurut Wahyudi (dalam Yuniarsih 
&Suwatno, 2013 : 117) dalam melakukan penempatan pegawai hendaknya  
mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 
1. Pendidikan 
Pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang pegawai, pendidikan 
minimum yang disyaratkan meliputi: 
a. Pendidikan yang disyaratkan 
b. Pendidikan alternatif 
2. Pengetahuan kerja 
Pengetahuan yang yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dengan 
wajar yaitu pengetahuan kerja ini sebelum ditempatkan dan yang baru diperoleh 
pada waktu pegawai tersebut bekerja dalam pekerjaan tersebut. 
3. Keterampilan kerja 
Kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus 
diperoleh dalam praktek, keterampilan kerja ini dapat dikelompokan menjadi 3 
(tiga) kategori yaitu: 
a. Keterampilan mental, seperti menganalisa data, membuat keputusan 
dan lain-lain. 
b. Keterampilan fisik, seperti membetulkan listrik, mekanik dan lain lain. 
c. Keterampilan sosial, seperti mempengaruhi orang lain, mewarkan 
barang atau jasa dan lain-lain. 
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4. Pengalaman kerja 
Pengalaman seorang pegawai untuk melakukan pekerjaan tertentu. 
Pengalman kerja dapat menjadi bahan pertimbangan untuk : 
a. Pekerjaan yang harus ditempatkan 
b. Lamanya melakukan pekerjaan 
Adapun Sastrohadiwiryo (dalam Yuniarsih & Suwatno, 2013 : 117) 
mengemukakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menempatkan 
pegawai adalah sebagai berikut : 
1. Faktor Prestasi Akademik 
Prestasi akademik yang dimaksudkan adalah prestasi yang telah dicapai 
oleh pegawai selama mengikuti jenjang pendidikan SD sampai pendidikan 
terakhir, dipadukan dengan prestasi akademis yang diperoleh berdasarkan hasil 
seleksi yang telah dilakukan terhadap pegawai yang bersangkutan, sehingga 
diharapkan memberikan masukan dalam menempatkan pegawai pada posisi 
yang tepat pula 
2. Faktor Pengalaman 
Faktor pengalaman perlu mendapat pertimbangan karena ada 
kecendrungan, makin lama bekerja makin banyak pengalaman yang dimiliki dan 
sebaliknya makin singkat masa kerja, maka makin sedikit pengalaman yang 
diperoleh. 
3. Faktor Kesehatan Fisik dan Mental 
Faktor ini juga tidak kalah pentingnya dengan faktor-faktor tersebut 
karena bila diabaikan dapat merugikan lembaga. Oleh karena itu terdapat tes 
kesehatan sebelum pegawai diterima. 
4. Faktor Status Perkawinan 
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Status perkawinan juga harus diperhatikan mengingat banyak hal 
merugikan bila tidak ikut dipertimbangkan, terutama bagi wanita sebaiknya 
ditempatkan pada lokasi atau kantor cabang di mana suaminya bertugas. 
5. Faktor Usia 
Dalam rangka menempatkan pegawai, factor usia pada diri pegawai yang 
lulus pada seleksi, perlu mendapatkan pertimbangan. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindarkan rendahnya produktivitas kerja yang dihasilkan dari pegawai yang 
bersangkutan. 
Teori manajemen sumber daya manusia yang mutakhir menekankan 
bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi para pegawai baru akan tetapi 
berlaku pula bagi para pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi. 
Berarti konsep penempatan mencakup promosi, transfer dan bahkan demosi 
maupun pemutusan hubungan kerja. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa 
bentuk-bentuk penempatan pegawai meliputi:  
1. Penempatan Pegawai Baru (Calon Pegawai) 
Sebelum seorang pegawai ditempatkan maka organisasi harus 
mensosialisasikan pegawainya pada pekerjaan baru melalui kegiatan orientasi 
untuk meningkatkan dukungan yang lebih efektif. Orientasi artinya 
memberitahukan kepada pegawai baru tentang hak da kewajiban, tugas dan 
tanggung jawabnya, peraturan, sejarah dan struktur organisasi serta 
memperkenalkannya kepada pegawai lama. Orientasi ini bertujuan agar pegawai 
baru merasa dirinya diterima dalam lingkungan pekerjaannya sehingga ia tidak 
canggung lagi untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Apabila program orientasi 
telah dilaksanakan, maka hasil dari program orientasi ini akan dijadikan 
pertimbangan bagi seorang pegawai baru untuk ditempatkan pada posisinya. 
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2. Penempatan Pegawai Lama 
Penempatan pegawai lama mengandung arti bahwa penempatan tidak 
hanya berlakubagi para pegawai baru akan tetapi berlaku pula bagi para 
pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi yang terdiri dari: 
a. Promosi 
Menurut Sondang P. Siagian (2013 : 169) promosi adalah apabila 
seorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang 
tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih 
tinggi dan penghasilannya pun lebih besar pula. Setiap pegawai 
mendambakan promosi karena dipandang sebagi penghargaan atas 
keberhasilan seseorang menunnjukkan preestasi kerja yang tinggi dalam 
menunaikan kewajibannya dalam pekerjaan dan jabatan yang dipangkunya 
sekarang, sekaligus sebagai pengakuan atas kemampuan dan potensi yang 
bersangkutan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. 
Organisasi pada umumnya menggunakan dua criteria utama dalam 
mempertimbangkan seseorang untuk dipromosikan yaitu prestasi kerja dan 
senioritas. Promosi yang didasarkan pada prestasi kerja menggunakan hasil 
penilaian atas hasil karya yang sangat baik dalam promosi atau jabatan 
sekarang. Dengan demikian promosi tersebut dapat di pandang sebagai 
penghargaan organisasi atas prestasi kerja anggota itu. Akan tetapi promosi 
demikian harus didasarkan pula pada pertimbangan lain yaitu perhitungan 
yang matang atas potensi dan kemampuan yang bersangkutan untuk 
menduduki posisi yang lebih tinggi. 
Praktek promosi lainnya ialah yang didasarkan pada senioritas. Promosi 
berdasarkan senioritas berarti bahwa pegawai yang paling berhak 
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dipromosikan ialah yang masa kerjanya yang paling lama. Banyak organisasi 
yang menempuh cara ini dengan tiga pertimbangan yaitu : 
1) Sebagai penghargaan atas jasa- jasa seseorang paling sedikit dilihat 
dari segi loyalitas kepada organisasi 
2) Penilaian biasanya bersifat objektif karena cukup membandingkan 
masa kerja orang- orang terytentu yang dipertimbangkan untuk 
dipromosikan 
3) Mendorong organisasi mengembangkan para pegawainya karena 
pegawai yang paling lama berkarya akhirnya mendapat promosi 
b. Transfer ( Alih Tugas ) 
Transfer adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain 
yang memiliki tanggung jawab yang sama, gaji yang sama dan level 
organisasi yang sama. Transfer terjadi jika seorang pegawai dipindahkan 
dari satu bidang tugas ke bidang tugas yang lainnya yang tingkatannya 
hampir sama baik tingkat gaji, tanggung jawab maupun tingkat strukturalnya.  
Dalam hal ini seorang pegawai ditempatkan pada satuan kerja baru 
yang lain dari satuan kerja dimana seseorang selama ini berkerja. Bentuk 
lainnya ialah alih tempat yaitu hanya secara fisik lokasi tempat ia biasa 
bekerja berbeda dari tempat dimana sekarang ia bekerja. Melalui alih tugas 
ini sesungguhnya para pegawai/ pegawai akan mendapatkan manfaat yang 
begitu besar diantaranya yaitu : 
1) pengalaman baru 
2) cakrawala pandangan lebih luas 
3) tidak terjadinya kebosanan atau kejenuhan 
4) perolehan pengetahuan dan keterampilan baru 
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5) perolehan perspektif baru mengenai kehidupan organisasional 
6) persiapan untuk menghadapi tugas baru 
7) motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi berkat tantangan dan 
situasi baru yang dihadapi. 
c. Penurunan jabatan (demosi) 
Demosi adalah pemindahan pegawai dari jabatan lain yang memiliki 
tanggung jawab lebih rendah, gaji lebih rendah dan level organisasi yang 
lebih rendah atau mengalami penurunan pangkat. Pada umumnya demosi 
dikaitkan dengan pengenaan suatu sanksi disiplin karena berbagai alasan 
seperti: 
1) Penilaian negatif oleh atasan karena prestasi kerja yang terus 
menurun atau tingkat absensinya terlalu banyak 
2) Perilaku pegawai yang disfungsional seperti tingkat kemangkiran 
yang tinggi 
d. Pemutusan hubungan kerja 
Pemutusan hubungan kerja adalah keadaan yang mungkin terjadi dalam 
suatu organisasi yang dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan. 
Sehingga pemutusan hubungan kerja dapat diartikan sebagai terputusnya 
hubungan antara organisasi dengan pegawainya karena suatu alasan. 
Pemutusan hubungan kerja akan mengakibatkan munculnya aktivitas 
penempatan pegawai. 
Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemutusan hubungan 
kerja, antara lain: 
1) Alasan pribadi pegawai tertentu 
2) Karena pegawai dikenakan sanksi disiplin yang sifatnya berat. 
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3) Karena faktor ekonomi seperti resesi, depresi atau stagflasi. 
4) Karena adanya kebijaksanaan organisasi untuk mengurangi 
kegiatannya yang pada gilirannya menimbulkan keharusan untuk 




II.5  Kerangka Pikir 
Penyelenggaraan suatu tata pemerintahan yang baik ditentukan oleh 
kualitas dan kemampuan birokrasi. Kemampuan suatu birokrasi dalam mengelola 
dan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam hal ini ASN yang 
memiliki kompetensi mutlak diperlukan. Dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya seorang ASN haruslah memiliki kompetensi. Sama halnya dalam 
jabatan. 
Penempatan seseorang dalam suatu jabatan yang didasarkan pada 
kompetensi akan lebih meningkatkan keefektifan dan efisiensi dari kinerja 
seorang aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 
sebagai pemberi layanan kepada masyarakat. Jabatan yang didasarkan akan 
kompetensi diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Spesifikasi seberapa 
besar kesesuaian kompetensi terhadap jabatan diharapkan mampu menjawab 
masalah yang ada dalam penilaian sebagai salah satu syarat penempatan 
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 Pendidikan 








III.1  Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif dikarenakan dalam penelitian ini analisisnya lebih fokus pada data-
data numerikal (angka) yang akan diolah dengan menggunakan metode statistik. 
Oleh karena itu pendekatan kuantitatif dianggap sangat relevan dengan topik 
yang akan diteliti dan membantu mendapatkan data obyektif dan valid dalam 
rangka memahami dan memecahkan masalah yang diteliti. 
III.2  Jenis / Tipe Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan oleh pnulis dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif. Metode ini menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan 
serta memberikan gambaran dari objek yang diteliti dengan menginterpretasikan 
data dan fakta secara sistematis yang sebelumnya telah diolah oleh metode 
statistika. 
III.3  Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis yaitu 
dengan mengedarkan lembaran kuesioner (angket) dengan menggunakan  
daftar  pertanyaan  yang  diajukan  secara  tertulis kepada beberapa responden 
untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan guna memperoleh data yang 
objektif dan valid dalam rangka memecahkan masalah yang ada dan nantinya 
menunjang hasil penelitian. Jenis pertanyaan yang disediakan adalah 
pertanyaan tertutup, yaitu jenis pertanyaan yang memiliki kemungkinan jawaban 
yang telah disediakan sehingga responden tidak bisa memberikan jawaban lain. 
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III.4  Populasi dan Sampel 
III.4.1 Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dalam lingkup 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar yang berjumlah 59 orang. 
III.4.2 Sampel 
Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan 
sampling jenuh yang berjumlah 59 orang. Sampling jenuh adalah teknik 
penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 
sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau penelitian yang ingin 
membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah sampilng 
jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. 
III.5  Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 
atau sumber data lain terkumpul.Kegiatan dalam analisis data adalah 
mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 
data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable 
yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, 
melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif 
dengan metode table frekuensi, yaitu menganalisa data dengan cara 
mendeskripsikan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam bentuk 
angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. 






      Keterangan : 
      P = persentase (%) 
      f = frekuensi 
      n = jumlah responden 
 
     Keterangan : 
    X= Rata-rata 
             ∑(f.x)=Jumalah skor kategori jawaban 
    N= Jumlah responden 
 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah 
kuesioner yang dibuat berdasarkan Skala ikert.Skala Likert digunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau skelompok orang 
tentang fenomena sosial.Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif 
samapai sangat negatif yang berupa kata-kata : sangat baik, baik, cukup baik, 
tidak baik, sangat tidak baik. 
Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor : 
= 	 	100% 
X =∑(	 . 	) x 100 % 
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                     Sumber : Sugiyono,Metode Penelitian Administrasi,2013:107-108 
III.6  Definisi Operasional 
Dalam melakukan penempatan pegawai, tentunya diperlukan informasi – 
informasi dalam menentukan pegawai yang bersifat the right man on the right 
place. Untuk itu hal – hal yang harus diperhatikan adalah : 
Syarat Penempatan Pegawai :  
1. Pendidikan, mencakup tentang latar pendidikan yang dimiliki seseorang 
guna mendukung kinerja pada posisi tertentu 
2. Keterampilan, menjelaskan tentang keterampilan mental (tingkat analisis, 
membuat keputusan, dll), keterampilan fisik (kemampuan mekanik, teknika, 
dll), dan keterampilan sosial (mempengruhi orang lain). 
3. Pengalaman kerja, mejelaskan tentang track record yang dimiliki seseorang 
dalam kurun waktu kebelakang untuk melihat apa-apa saja yang telah 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
IV.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
IV.1.1 Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KotaMakassar 
 Pembentukan Struktur Organisasi BKD Kota Makassar berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makasar, sedangkan rincian 
tugas pokok dan fungsi BKD Kota  Makassar ditetapkan dalam Peraturan 
WaliKota  Makassar Nomor 43  Tahun 2009. 
Kedudukan BKD Kota Makassar merupakan lembaga teknis daerah 
sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada WaliKota Makassar melalui 
Sekretaris Daerah Kota Makassar. 
IV.1.2 Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar 
Tugas Pokok BKD Kota Makassar adalah merumuskan, membina dan 
mengendalikan kebijakan dibidang perencanaan dan informasi kepegawaian, 
pengembangan dan kompetensi, mutasi serta kinerja dan kesejahteraan. 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKD KotaMakassar 
mempunyai fungsi sebagai berikut : 
Penyusunan rumusan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian 
daerah; 
1. Penyusunan rencana dan program pengembangan kepegawaian daerah; 
2. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengangkatan, pemindahan 
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan 
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prosedur yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; 
3. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai 
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; 
4. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai 
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; 
5. Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai 
Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang 
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
6. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah; 
7. Penyiapan informasi kepegawaian daerah kepada Badan kepegawaian 
Negara; 
8. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah 
yang berada dalam penguasaannya; 
9. Pelaksanaan Kesekretariatan; 
10. Pembinaan unit pelaksana teknis (UPT) dan tenaga fungsional.  
Selanjutnya, tugas pokok pada BKD Kota Makassar diuraikan ke dalam 







Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi 
seluruh satuan kerja di lingkungan BKD Kota Makassar. Dalam melaksanakan 
tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanakan pengelolaan ketatausahaan; 
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian Badan; 
c. Pelaksanaan urusan keuangan; 
d. Pelaksanaan urusan perlengkapan; 
e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga; 
f. Pelaksanaan koordinasi terhadap penyusunan perencanaan dan 
program kerja badan; 
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
Sekretariat, membawahi : 
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola 
administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga badan. 
Dalam melaksanakan tugasnya,  Sub Bagian  Umum dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi : 
1. Melaksanakan dan menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan 
fungsinya; 
2. Mengatur pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, 
kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang ; 
3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan badan; 
4. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun ; 
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5. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas pelajar; 
6. Menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang 
kepegawaian dalam lingkup badan; 
7. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, 
pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan; 
8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 
9. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri; 
10. Melakukan koordinasi pada sekretariat Korpri Kota Makassar;   
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; 
12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
 Sub Bagian Keuangan  
 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, 
melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub 
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 
1. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan; 
2. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah; 
3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-
masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda; 
4. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan 
badan; 
5. Menyusun neraca keuangan unit kerja; 
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6. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi dari masing-masing satuan kerja; 
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; 
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 
 Sub Bagian Perlengkapan 
Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, 
melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi 
semua pengadaan barang. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian 
Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : 
1. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan; 
2. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU); 
3. Meminta usulan rencana Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dari 
semua Bidang dalam Lingkup BKD Kota Makassar; 
4. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB); 
5. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU); 
6. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan 
penyusunan APBD; 
7. Menerima dan meneliti semua pengadaan pada lingkup BKD Kota 
Makassar; 
8. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang 
barang inventaris daerah; 
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; 




2. Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian  
Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan perencanaan formasi dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, 
penyiapan data base dan informasi kepegawaian. Dalam melaksanakan 
tugasnya, Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan 
fungsi : 
a. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan data base pegawai negeri 
sipil; 
b. penyiapan daftar urut kepangkatan (DUK) dan bezetting serta data 
lainnya dalam rangka pengembangan karier ASN; 
c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan 
informasi kepegawaian; 
d. pelaksanaan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil; 
e. pelaksanaan seleksi / pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 
f. pengelolaan administrasi urusan tertentu; 
g. pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat badan dalam rangka 
pembinaan dan pemeliharaan arsip pegawai serta meneliti secara 
berkala status arsip aktif dan non aktif sebagai bahan penataan sesuai 
tata kearsipan; 
h. pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan yang berkaitan dengan 
bidang tugasnya; 
Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian, membawahi : 
 Sub Bidang Perencanaan Pegawai 
Sub Bidang Perencanaan Pegawai mempunyai tugas menyusun rencana 
kerja, melakukan pengumpulan bahan penyusunan perencanaan formasi 
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pegawai dan menyusun laporan dibidang kepegawaian. Dalam melaksanakan 
tugasnya, Sub Bidang Perencanaan Pegawai menyelenggarakan fungsi : 
1. Menyusun rencana kerja Subbidang Perencanaan Pegawai sebagai bahan 
acuan dalam melaksanakan tugas; 
2. Melakukan pengolahan data/bahan penyusunan formasi Pegawai Negeri 
Sipil; 
a. Menginventarisir, mengelola dan menyelenggarakan serta 
menyelesaikan administrasi latihan prajabatan bagi Calon Pegawai 
Negeri Sipil; 
b. Mempersiapkan data/bahan dalam rangka penerimaan pegawai dan 
ikatan dinas; 
c. Mempersiapkan data/bahan pengambilan sumpah bagi Pegawai Negeri 
Sipil;  
d. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Badan dalam rangka 
pembinaan dan pemeliharaan arsip pegawai serta meneliti secara 
berkala status arsip aktif dan non aktif sebagai bahan penataan sesuai 
tata kearsipan; 
e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang 
tugasnya; 
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan; 
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 
 Sub Bidang Data dan Informasi 
Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan dan 
menyelenggarakan sistem data dan informasi kepegawaian. Dalam 
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melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan 
fungsi : 
1. Menyusun rencana kerja Subbidang Data dan Informasi sebagai bahan 
acuan dalam melaksanakan tugas; 
2. Melaksanakan pengolahan data kepegawaian; 
3. Menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan bezzeting serta data 
lainnya dalam rangka pengembangan Pegawai Negeri Sipil; 
4. Melaksanakan pengelolaan jaringan dan informasi kepegawaian; 
5. Melaksanakan pengelolaan dokumen dan arsip kepegawaian; 
6. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Badan dalam rangka pembinaan 
dan pemeliharaan arsip pegawai serta meneliti secara berkala status  arsip 
aktif dan non aktif sebagai bahan penataan sesuai tata kearsipan; 
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang 
tugasnya; 
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; 
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 
3. Bidang Pengembangan Dan Kompetensi 
  Bidang Pengembangan dan Kompetensi mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja, menyiapkan data dalam rangka pendayagunaan dan 
pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, menyiapkan data pengusulan 
pegawai untuk mengikuti pendidikan dan menyiapkan data lainnya serta 
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugasnya, 
Bidang Pengembangan dan Kompetensi menyelenggarakan fungsi : 
1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pendayagunaan pegawai; 
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pengembangan karier pegawai; 
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3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi peningkatan kompetensi pegawai; 
4. Pengelolaan administrasi urusan tertentu; 
5. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat badan dalam rangka pembinaan 
dan pemeliharaan arsip pegawai serta meneliti secara berkala status arsip 
aktif dan non aktif sebagai bahan penataan sesuai tata kearsipan; 
6. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 
Bidang Pengembangan dan Kompetensi, membawahi : 
 Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengembangan Karier 
Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengembangan Karier mempunyai 
tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan data dalam rangka pendayagunaan 
dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil. Dalam melaksanakan tugasnya, 
Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengembangan Karier menyelenggarakan 
fungsi :  
1. Menyusun rencana kerja pada Subbidang pendayagunaan dan 
Pengembangan Karier sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas; 
2. Menyusun dan mempersiapkan pemanfaatan dan penempatan pegawai; 
3. Mempersiapkan dan mengelola data/bahan administrasi dalam rangka mutasi 
ASN antar unit kerja dan penempatannya; 
4. Menyusun dan mempersiapkan bahan dalam rangka rekruitmen pegawai 
dalam jabatan; 
5. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Badan dalam rangka pembinaan 
dan pemeliharaan arsip pegawai serta meneliti secara berkala status  arsip 
aktif dan non aktif sebagai bahan penataan sesuai tata kearsipan; 
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6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang 
tugasnya; 
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; 
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 
 Sub Bidang Peningkatan Kompetensi 
Sub Bidang Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja,  menyiapkan data pengusulan pegawai untuk mengikuti 
pendidikan, dan menyiapkan data lainnya serta menyusun laporan hasil 
pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Peningkatan  
Kompetensi  menyelenggarakan fungsi :  
1. Menyusun rencana kerja pada Subbidang Peningkatan Kompetensi sebagai 
bahan acuan dalam melaksanakan tugas; 
2. Mempersiapkan data/bahan administrasi penyusunan rencana dan 
pengusulan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan latihan serta 
menginventarisir data alumni diklat; 
3. Mengelola administrasi tugas belajar dan izin belajar untuk mengikuti 
pendidikan formal dan melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi 
Negeri/Swasta serta melakukan koordinasi dengan bidang kinerja dan 
kesejahteraan; 
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi ujian dinas dan penyesuaian ijazah; 
5. Menghimpun data, menginventarisir dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas 
Belajar, Izin belajar dan Ikatan Dinas; 
6. Melakukan koordinasi dengan Bagian Tata Usaha dalam rangka penataan 
dan pemeliharaan arsip pegawai serta melakukan pembenahan arsip aktif 
dan non aktif; 
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7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang 
tugasnya; 
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan; 
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 
4. Bidang Mutasi 
  Bidang Mutasi mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menghimpun, 
mengolah data mutasi kepegawaian, perpindahan dan pensiun Pegawai Negeri 
Sipil serta menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan 
tugasnya Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi : 
1. Pelaksanaan persiapan dan pengelolaan administrasi mutasi, perpindahan 
dan pensiun; 
2. Pengelolaan administrasi urusan tertentu; 
3. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat badan dalam rangka pembinaan 
dan pemeliharaan arsip pegawai serta meneliti secara berkala status arsip 
aktif dan non aktif sebagai bahan penataan sesuai tata kearsipan; 
4. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 
Bidang Mutasi, membawahi : 
 Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Lainnya 
  Subbidang Kepangkatan dan Mutasi lainnya mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja, menghimpun, mengolah data/bahan kenaikan pangkat ASN, 
penyusunan mutasi lainnya serta menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi lainnya 
menyelenggarakan fungsi :  
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1. Menyusun  rencana kerja pada  subbidang Kepangkatan dan Mutasi Lainnya 
sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas; 
2. Mempersiapkan dan mengelola berkas kenaikan pangkat Pegawai Negeri 
Sipil;  
3. Mengelola data dan bahan Kenaikan Gaji Berkala (KGB); 
4. Mengelola administrasi cuti bagi Pegawai Negeri Sipil; 
5. Mempersiapkan data dan bahan administrasi dalam rangka pengangkatan 
CASN menjadi ASN; 
6. Melakukan koordinasi dengan sekretariat badan dalam rangka penataan dan 
pemeliharaan arsip pegawai serta melakukan pembenahan arsip aktif dan 
non aktif; 
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang 
tugasnya; 
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan; 
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 
 Sub Bidang Perpindahan dan Pensiun Pegawai 
Subbidang Perpindahan dan Pensiun Pegawai mempunyai tugas 
menyusun rencana kerja dan menghimpun, mengolah data/bahan Perpindahan 
dan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil serta menyusun laporan hasil 
pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Perpindahan 
dan Pensiun Pegawai lainnya mempunyai fungsi :  
1. Menyusun  rencana kerja pada Subbidang perpindahan dan pensiun pegawai 
sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas; 
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2. Mengelola administrasi pindah wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil serta 
menghimpun dan menginventarisir data Pegawai Negeri Sipil yang pindah 
masuk dan pindah keluar; 
3. Mengelola administrasi pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil serta menghimpun 
dan menginventarisir data / bahan Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun;  
4. Melakukan koordinasi dengan sekretariat badan dalam rangka penataan dan 
pemeliharaan arsip pegawai serta melakukan pembenahan arsip aktif dan 
non aktif; 
5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang 
tugasnya; 
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan;  
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 
 
5. Bidang Kinerja Dan Kesejahteraan 
Bidang Kinerja dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana program kinerja dan kesejahteraan pegawai, kedudukan 
hukum ASN dan kesejahteraan pegawai. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang 
Kinerja dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi : 
1. Pelaksanaan penyelesaian kedudukan hukum ASN; 
2. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin ASN; 
3. Pelaksanaan evaluasi, kinerja dan peningkatan disiplin ASN; 
4. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan bagi ASN; 
5. Pengelolaan administrasi urusan tertentu; 
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6. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat badan dalam rangka pembinaan 
dan pemeliharaan arsip pegawai serta meneliti secara berkala status arsip 
aktif dan non aktif sebagai bahan penataan sesuai tata kearsipan; 
7. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 





 Sub Bidang Evaluasi Kinerja 
Sub Bidang Evaluasi Kinerja mempunyai tugas menyusun rencana kerja 
dan melakukan pengumpulan bahan pembinaan kedudukan hukum pegawai dan 
mengevaluasi kinerja pegawai serta menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 
Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Evaluasi Kinerja menyelenggarakan 
fungsi : 
1. Menyusun rencana kerja pada Subbidang Evaluasi Kinerja sebagai bahan 
acuan untuk pelaksanaan tugas; 
2. Mempersiapkan data/bahan dalam rangka penyelenggaraan dan 
penyelesaian segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai 
termasuk penyelesaian administrasi penjatuhan  hukuman disiplin pegawai; 
3. Menghimpun, mensosialisasikan dan menerapkan segala bentuk Peraturan 
Perundang-undangan disiplin pegawai; 
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan peningkatan disiplin pegawai; 
5. Mempersipakan data/bahan dan penyelesaian administrasi izin cerai/kawin 
bagi Pegawai Negeri Sipil; 
6. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Badan dalam rangka penataan 
dan pemeliharaan arsip pegawai serta melakukan pembenahan arsip aktif 
dan non aktif; 
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang 
tugasnya; 
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan; 




 Sub Bidang Kesejahteraan 
Sub bidang kesejahteraan mempunyai tugas menyusun rencana kerja 
dan melakukan penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai serta 
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugasnya, 
Sub Bidang Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi :  
1. Menyusun  rencana kerja  pada Subbidang Kesejahteraan sebagai bahan 
acuan untuk pelaksanaan tugas; 
2. Mempersipakan bahan administrasi dalam rangka melakukan kegiatan 
pembinaan kesejahteraan pegawai yang berhubungan dengan pemberian 
tanda jasa dan penghargaan Pegawai Negeri Sipil, Asuransi Pegawai Negeri 
Sipil, uang duka, tunjangan keluarga, BAPERTARUM dan BAPELTARUM 
serta kesejahteraan lainnya; 
3. Melakukan persiapan bahan untuk laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) dan 
blangko SKP dan PPK  bagi ASN; 
4. Melakukan koordinasi dengan koperasi dan atau badan lain yang ditunjuk 
untuk pembinaan koperasi pegawai dalam penyediaan kebutuhan materil 
dan finansial termasuk pengadaan perumahan bagi pegawai; 
5. Melakukan koordinasi dengan sekretariat badan dalam rangka penataan dan 
pemeliharaan arsip pegawai serta melakukan pembenahan arsip aktif dan 
non aktif; 
6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang 
tugasnya; 
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan; 




2. Struktur Organisasi 
  Struktur Organsasi BKD Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan Peraturan WaliKota Makassar 
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Makassar, sebagai berikut : 
1. Kepala Badan 
2. Sekretariat, membawahi : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
b. Sub Bagian Keuangan  
c. Sub Bagian Perlengkapan. 
3. Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian membawahi :  
a. Sub Bidang Perencanaan Pegawai; 
b. Sub Bidang Data dan Informasi.  
4. Bidang Pengembangan dan Kompetensi, membawahi : 
a. Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengembangan Karier; 
b. Sub Bidang Peningkatan Kompetensi; 
5. Bidang Mutasi,membawahi; 
a. Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Lainnya;  
b. Sub Bidang Perpindahan dan Pensiun Pegawai; 
6. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan, membawahi :  
a. Sub Bidang Evaluasi Kinerja;  
b. Sub Bidang Kesejahteraan; 
Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar 




Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar berdasarkan Perda Kota Makassar No.3 Tahun 2009 
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Kepala Bidang Perencanaan 
dan Informasi Kepegawaian 
Kepala Sub Bidang  
Perencanaan Pegawai 
Kepala Sub Bidang  





IV.1.3 Keadaan Personil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD) Kota Makassar didukung oleh 59 pegawai yang terbagi dari 17 orang 
jabatan struktural, dan 42 staf. Yang dituangkan dalam tabel berikut : 
Tabel IV.1 
Jumlah Pegawai BKD Kota Makassar berdasarkan kelompok jabatan 
No Jabatan Jumlah Persentase 
1 Struktural 17 29% 
2 Staff 42 71% 
 Jumlah 59 100% 
Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Jabatan struktural yang berjumlah 17 orang memiliki tanggung jawab dan 
tugas masing-masing dalam menjadi kodinator. Selanjutnya tugas-tugasnya akan 
dibantu oleh 42 staff yang bertugas dalam pekerjaan masing-masing. 
Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai di Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD) Kota Makassar terbagi atas 11 orang lulusan SLTA/Sederajat, 2 






Jumlah Pegawai BKD Kota Makassar berdasarkan tingkat pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
1 SLTA/Sederajat 11 19% 
2 D3/D2 2 3% 
3 S1 34 58% 
4 S2 12 20% 
 Jumlah 59 100% 
Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Dari data tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar 
didukung oleh sebagian besar pegawai S1 yang berjumlah 34 orang. Itu artinya 
bahwa kinerja pegawai diharapkan bisa menjadi tulang punggung dalam 
mewujudkan visi dan misi BKD itu sendiri. 
Berdasarkan golongannya, pegawai di Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD) Kota Makassar terbagi atas 11 orang Golongan II, 40 orang Golongan III, 









A b c d 
1 II - 8 2 1 11 19% 
2 III 9 15 11 5 40 68% 
3 IV 1 - 7 - 8 13% 
 Jumlah     59 100% 
 Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar 
didominasi oleh pegawai golongan III dimana pegawai tersebut sudah memiliki 
pengalaman kerja yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. 
IV.1.4  Visi, Misi dan Kebijakan Stretegis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 
Kota Makassar 
 Memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar serta dengan 
memperhatikan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian 
pada masa yang akan datang, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Makassar Tahun 2014-2019 adalah  : 
“ Terwujudnya Aparatur  Yang  Profesional, Bersih dan Kompetetif ” 
Terdapat tiga kata kunci yang akan memberikan pemahaman tentang Visi 






Istilah ’profesional’ dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai 
yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu 
jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, dan beorientasi pada prestasi 
kerja. 
2. Bersih 
Yang dimaksudkan dengan ’bersih’ yaitu untuk menunjukkan bahwa 
setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya selalu mengedepankan 
kredibilitas, transparansi, akuntabel dan mampu menyelenggarakan amanah dan 
tanggungjawab secara baik sehingga akan terhindar dari adanya praktek – 
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 
3. Kompetetif 
Yang dimaksud dengan “Kompetetif”  yaitu memiliki nilai lebih yang dapat 
dijadikan modal dasar dalam berkompetensi baik secara pribadi maupun untuk 
kepentingan organisasi dalam arti memiliki daya saing yang tinggi. 
 Dalam mewujudkan Visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan 
kualitas sumber daya aparatur dan BKD termasuk pada misi ke-3  Kota 
Makassar yaitu  Mereformasi Tata Pemerintahan Menjadi Pelayanan Publik 
Kelas Dunia Bebas Korupsi dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan 
Kota  Dunia, maka dirumuskan yang ingin dicapai selain sebagai penjabaran dari  
Visi . Rumusan misi yaitu sebagai berikut: 
a. Mewujudkan manajemen Kepegawaian dan sumber daya aparatur 
pemerintah daerah yang bersih dan profesional; 
b. Penyajian data kepegawaian yang apresiatif. 
55 
 
c. Peningkatan koordinasi aktif dibidang kepegawaian dengan SKPD 
sebagai mitra strategis; 
d. Mendukung kreatifitas dan kepastian karier apatur. 
Strategi merupakan kebijakan - kebijakan yang diambil dalam rangka 
mengimplementasikan agenda pembangunan pada BKD Kota Makassar 5 (lima) 
tahun kedepan strategi yang diperlukan sebagai berikut : 
a. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme ASN, strategi diarahkan 
melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti, Bimtek, Kursus-kursus dan 
Pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi ASN daerah; 
b. Peningkatan pembinaan pegawai sesuai kompetensi yang melalui 
promosi jabatan secara terbuka bagi Aparatur Sipil Negara yang 
memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku; 
c. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompetensi strategi 
diarahkan dengan melaksanakan seleksi ujian dinas dan ujian 
penyesuaian ijazah bagi ASN yang lulus pendidikan formal, serta 
dengan memberikan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian agar 
ASN mampu meningkatkan kemampuan teknis dan wawasan disiapkan 
untuk mengisi formasi jabatan dan penataan personil yang profesional 
dan proporsional; 
d. Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional 
dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian strategi 
diarahkan dengan memberikan bantuan tugas belajar ikatan dinas, 
pemberian ijin belajar ASN ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 
rekruitmen calon praja IPDN dan seleksi penerimaan calon pegawai 
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melalui formasi umum maupun hasil pendataan GTT/PTT, memberikan 
penghargaan/ reward kepada ASN untuk peningkatan kesejahteraan, 
memberikan sanksi/punishment ASN yang melakukan pelanggaran 
disiplin dan peningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian daerahyang 
baik, melalui pembangunan sistem pelayanan kepegawaian berbasis 
teknologi informasi melaui pengelolaan pengembangan pembangunan 
sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) dan data elektronik; 
e. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik, strategi 
diarahkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 
untuk pelayanan kepegawaian yang efektif, efisien dan tepat waktu 
kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Makassar ; 
IV.2  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
IV.2.1 Indikator Pendidikan 
Pendidikan merupakan aspek penting dalam hal penempatan pegawai. 
Pendidikan mencakup kemampuan akademik seseorang untuk membantu 
menyelesaikan pekerjaannya. Pendidikanyang dimaksud disini ada pendidikan 
wajib yang harus ditempuh sesuai kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi 
jabatan tersebut. Selain itu dibutuhkan pendidikan alternatif dalam menunjang 
jabatan. 
Adapun tabel yang berisi data tentang latar belakang pendidikan dan 
syarat penempatan pada jabatan struktural pada Badan Kepegawaian Daerah 





Data Pendidikan Pegawai Struktural BKD Kota Makassar 







1 Kepala BKD Manajemen SDM Manajemen Sesuai 































7 Kasubag Umum & Kepegawaian Manajemen 
Administrasi/ 
Manajemen Sesuai 












10 Kasubid Kompetensi & Pengembangan 
Ekonomi 
Manajamen Manajemen Sesuai 
11 Kasubid Kenaikan Pangkat 
Manajemen 
Keuangan Manajemen Sesuai 







13 Kasubid Pensiun dan Perpindahan Pegawai Ekonomi Manajemen Sesuai 







Akuntansi Ekonomi Sesuai 





17 Kasubid Pendayagunaan & Pengembangan Karir 
Manajemen 
SDA Manajemen Sesuai 
Sumber : Diolah dari Data Primer, Mei 2016 
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Dari data diatas, terdapat 3 posisi jabatan struktural yang kurang sesuai 
dengan pendidikan terakhir yang ditempuh. Sedangkan sisanya yaitu 14 posisi 
jabatan struktural sudah sesuai dengan syarat pendidikan yang dibutuhkan. 
Berikut tabel tentang kesesuain latar belakang pendidikan dengan jabatan 
yang diisi : 
Tabel IV.5 
Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan dengan Jabatan 
No Tanggapan Responden Skor (x) Frekuensi (f) f.x Persentase
1 Sangat Sesuai 5 6 30 13%
2 Sesuai 4 34 136 61%
3 Cukup Sesuai 3 19 57 26%
4 Tidak Sesuai 2 0 0 0%
5 Sangat Tidak Sesuai 1 0 0 0%
JUMLAH 59 223 100%  
Rata-rata skor (x) =
∑( . )
 =  = 3,78 
Sumber : Diolah dari Data Primer, April 2016 
Dari tabel diatas, hasil dominan yang didapatkan yaitu responden merasa 
bahwa latar belakang pendidikan yang mereka miliki cukup sesuai dengan 
jabatan yang diisi. Dari hasil tersebut responden yang menjawab cukup sesuai 
didominasi dari mereka yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1) dan 
master (S2). Oleh karena itu hasil yang didapatkan sebesar 3,78. 
Adapun tabel tentang latar belakang pendidikan dalam menunjang 





Latar Belakang Pendidikan dalam Menunjang Pekerjaan 
No Tanggapan Responden Skor (x) Frekuensi (f) f.x Persentase
1 Sangat Menunjang 5 6 30 13%
2 Menunjang 4 40 160 70%
3 Cukup Menunjang 3 13 39 17%
4 Tidak Menunjang 2 0 0 0%
5 Sangat Tidak Menunjang 1 0 0 0%
JUMLAH 59 229 100%  
Rata-rata skor (x) =
∑( . )
 =  = 3,88 
Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Dari tabel diatas hasil yang didapatkan yaitu responden merasa bahwa 
latar pendidikan yang mereka miliki dapat menunjang dalam pekerjaan mereka. 
Ini karena terpengaruh dari tingkat kesesuaian yang dimiliki dari latar belakang 
pendidikan itu sendiri dengan jabatan yang diisi. 
Kemudian, berikut merupakan tabel tentang seberapa perlu pendidikan 





Pendidikan Lanjutan terhadap Jabatan yang Diisi 
No Tanggapan Responden Skor (x) Frekuensi (f) f.x Persentase
1 Sangat Tidak Perlu 5 0 0 0%
2 Tidak Perlu 4 1 4 3%
3 Cukup Perlu 3 31 93 65%
4 Perlu 2 19 38 27%
5 Sangat Perlu 1 8 8 6%
JUMLAH 59 143 100%  
Rata-rata skor (x) =
∑( . )
 =  = 2,42 
Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai di Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD) Kota Makassar masih membutuhkan pendidikan lanjutan dalam 
menunjang pekerjaannya. Ini dibuktikan dengan jawaban dominan dari 
responden yang menyatakan cukup perlu dalam pendidikan lanjutan ini. Hal ini 
dipengaruhi oleh para pegawai yang berpendidikan SLTA/sederajat serta mereka 
yang masih berlatar pendidikan D3 atau D2. 
Berikut penulis menyajikan data rekapitulasi tentang indikator pendidikan 
yang mencakup kesesuaian latar belakang pendidikan, latar belakang pendidikan 
sebagai penunjang pekerjaan, dan seberapa perlu pendidikan lanjutan untuk 






























f 6 34 9 0 0 59 
3,78 
f.x 30 136 27 0 0 223 








f 6 40 13 0 0 59 
3,88 
f.x 30 120 39 0 0 229 





f 0 1 31 19 8 59 
2,42 
f.x 0 4 93 38 8 143 
% 0% 3% 65% 27% 6% 100% 48,4% 
TOTAL 
Jumlah Responden (f) 59 
Jumlah f.x 595 
Jumlah Persentase (%) 67,2% 





Rentang Nilai Indikator Pendidikan 
Rentang Nilai Kategori 
177- 319 Sangat Tidak Baik 
320 - 462 Tidak Baik 
463 - 605 Cukup Baik 
606 – 748 Baik 
749 – 885 Sangat Baik 
Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Adapun nilai tentang indikator pendidikan yang mencakup kesesuaian 
latar belakang pendidikan, latar belakang pendidikan sebagai penunjang 
pekerjaan, dan seberapa perlu pendidikan lanjutan untuk menunjang pekerjaan 
berjumlah 595 atau 67,2%. Dari data tersebut, maka dapat disimpulkan nilai 
pada indikator pendidikan dalam kategori cukup baik. 
Dari segi indikator Pendidikan, pegawai di Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD) Kota Makassar masuk dalam kategori Cukup Baik dengan skor akhir 595 
atau 67,2%. Ini menunjukkan bahwa masih diperlukan beberapa perbaikan 
dalam melakukan penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 
Kota Makassar. Aspek yang paling banyak disoroti adalah sebagian pegawai 
masih membutuhkan pendidikan lanjutan demi menujang pekerjaan dalam 
jabatan tertentu.  
IV.2.2  Indikator Keterampilan Kerja 
Keterampilan kerja merupakan hal penting dalam penempatan pegawai. 
Keterampilan kerja menyangkut aspek keahlian atau skill yang dimiliki seseorang 
untuk membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya.Keterampilan kerja 
63 
 
adalah suatu kecakapan untuk melakukan suatu pekerjaan dalam bidang 
praktek. Keterampilan kerja dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 
1. Keterampilan mental, seperti menganalisa data, membuat keputusan, 
menghitung, menghapal, dan lainnya. 
2. Keterampilan fisik, seperti menggunakan fasilitas kantor 
3. Keterampilan sosial, seperti mempengaruhi orang lain, berpidato, bekerja 
sama dll. 
Berikut tabel tentang kesesuaian keterampilan kerja dengan jabatan yang 
diisi, yaitu : 
Tabel IV.10 
Kesesuaian Keterampilan Kerja dengan Jabatan 
No Tanggapan Responden Skor (x) Frekuensi (f) f.x Persentase
1 Sangat Sesuai 5 2 10 5%
2 Sesuai 4 35 140 65%
3 Cukup Sesuai 3 22 66 31%
4 Tidak Sesuai 2 0 0 0%
5 Sangat Tidak Sesuai 1 0 0 0%
JUMLAH 59 216 100%  
Rata-rata skor (x) =
∑( . )
 =  = 3,66 
Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Tabel di atas menunjukkan bahwa responden merasa bahwa 
keterampilan kerja yang mereka miliki sudah sesuai dengan jabatan yang diisi. 
Ini menunjukkan bahwa pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota 
Makassar sudah melakukan pekerjaannya masing-masing sesuai dengan 
keterampilan yang dimiliki. 
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Selanjutnya, berikut merupakan tabel kemampuan keterampilan kerja 
dalam menyelesaikan pekerjaan, yaitu : 
Tabel IV.11 
Kemampuan Keterampilan Kerja dalam Menyelesaikan Pekerjaan 
No Tanggapan Responden Skor (x) Frekuensi (f) f.x Persentase
1 Sangat Mampu 5 3 15 6%
2 Mampu 4 48 192 83%
3 Cukup Mampu 3 8 24 10%
4 Tidak Mampu 2 0 0 0%
5 Sangat Tidak Mampu 1 0 0 0%
JUMLAH 59 231 100%  
Rata-rata skor (x) =
∑( . )
 = = 3,91 
Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Tabel di atas menunjukkan bahwa responden berpandangan bahwa 
mereka mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai 
keterampilannya masing-masing. Ini didukung dengan kemajuan teknologi dan 
kemudahan informasi yang membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan 
yang dibebankan. 
Kemudian, berikut merupakan data tentang kemampuan memanfaatkan 





Kemampuan Pemanfaatan fasilitas kantor sesuai keterampilan 
No Tanggapan Responden Skor (x) Frekuensi (f) f.x Persentase
1 Sangat Mampu 5 6 30 13%
2 Mampu 4 43 172 74%
3 Cukup Mampu 3 10 30 13%
4 Tidak Mampu 2 0 0 0%
5 Sangat Tidak Mampu 1 0 0 0%
JUMLAH 59 232 100%  
Rata-rata skor (x) =
∑( . )
 =  = 3,93 
Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Tabel di atas menunjukkan responden merasa mampu dalam 
memanfaatkan fasilias kantor dengan baik. Ini juga didukung oleh kelengkapan 
fasilitas yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar itu 
sendiri. Oleh karena itu kemajuan teknologi sangat membantu dalam 
memudahkan pemanfaatan fasilitas kantor yang disediakan. 
Selanjutnya, berikut merupakan data tentang keterampilan 




Keterampilan Mempengaruhi Orang Lain untuk Bekerjasama 
No Tanggapan Responden Skor (x) Frekuensi (f) f.x Persentase
1 Sangat Mampu 5 3 15 6%
2 Mampu 4 49 196 84%
3 Cukup Mampu 3 7 21 9%
4 Tidak Mampu 2 0 0 0%
5 Sangat Tidak Mampu 1 0 0 0%
JUMLAH 59 232 100%  
Rata-rata skor (x) =
∑( . )
 =  = 3,93 
Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Tabel di atas menunjukkan bahwa responden mampu untuk 
mempengaruhi orang lain khususnya untuk bekerja sama. Ini karena lingkungan 
kerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar cukup kondusif dan 
bersahabat dalam kesehariannya. Khususnya pegawai yang menempati jabatan 
struktural mampu mempengaruhi staffnya untuk bekerja sama sesuai tupoksi 
masing-masing. 
Kemudian, berikut merupakan data tentang seberapa perlu keterampilan 





Keterampilan Lanjutan untuk Menunjang Pekerjaan 
No Tanggapan Responden Skor (x) Frekuensi (f) f.x Persentase
1 Sangat Tidak Perlu 5 0 0 0%
2 Tidak Perlu 4 0 0 0%
3 Cukup Perlu 3 5 15 13%
4 Perlu 2 48 96 82%
5 Sangat Perlu 1 6 6 5%
JUMLAH 59 117 100%  
Rata-rata skor (x) =
∑( . )
 =  = 1,98 
Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Tabel di atas menunjukkan bahwa responden belum merasa puas 
dengan keterampilan yang dimiliki. Ini dibuktikan dengan banyaknya responden 
yang merasa perlu untuk pelatihan keterampilan lanjutan guna meningkatkan 
kinerja yang dimiliki. Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota 
Makassar merasa harus meningkatkan keterampilannya khususnya dalam era 
pelayanan publik seperti saat ini. 
Berikut penulis menyajikan data rekapitulasi tentang indikator 
keterampilan kerja yang menyangkut aspek kesesuaian keterampilan kerja 
dengan jabatan, kemampuan keterampilan kerja dalam menyelesaikan 
pekerjaan, kemampuan memanfaatkan fasilitas kantor, keterampilan 
mempengaruhi orang lain, dan seberapa perlu keterampilan lanjutan dalam 





























F 2 35 22 0 0 59 
3,66 
f.x 10 140 66 0 0 216 






F 3 48 8 0 0 59 
3,88 
f.x 15 192 24 0 0 231 





F 6 43 10 0 0 59 
3,93 
f.x 30 172 30 0 0 232 





F 3 49 7 0 0 59 
3,93 
f.x 15 196 21 0 0 232 





F 0 0 5 48 6 59 
1,98 
f.x 0 0 15 96 6 117 
% 0% 0% 13% 82% 5% 100% 39,6% 
TOTAL 
Jumlah Responden (f) 59 
Jumlah f.x 1028 
Jumlah Persentase (%) 69,5% 





Rentang Nilia Indikator Keterampilan Kerja 
Rentang Nilai Kategori 
295 - 531 Sangat Tidak Baik 
532 - 768 Tidak Baik 
769 - 1005 Cukup Baik 
1006 -1242 Baik 
1243 - 1675 Sangat Baik 
Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Adapun nilai tentang indikator keterampilan kerja yang menyangkut aspek 
kesesuaian keterampilan kerja dengan jabatan, kemampuan keterampilan kerja 
dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan memanfaatkan fasilitas kantor, 
keterampilan mempengaruhi orang lain, dan seberapa perlu keterampilan 
lanjutan dalam menyelesaikan pekerjaan hasilnya berjumlah 1028 atau 69,5%. 
Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator keterampilan kerja 
dalam kategori baik. 
Dalam segi indikator keterampilan kerja, pegawai di Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD) Kota Makassar mendapatkan kategori baik dengan skor akhir 
yaitu 1028 atau 69,5%. Artinya, beberapa keterampilan yang dimiliki oleh 
pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar sudah sesuai 
dengan jabatan yang diduduki. Aspek yang paling lemah dari indikator 
keterampilan kerja adalah para pegawai merasa masih membutuhkan pelatihan 





IV.2.3. Indikator Pengalaman Kerja 
Pengalaman kerja merupakan salah satu factor penting yang diperhatikan 
dalam penempatan pegawai. Pengalaman menyangkut aspek hal-hal yang 
didapatkan pegawai dari posisi sebelumnya sebelum menempati posisi yang 
sekarang. Berikut tabel tentang kesesuaian pengalaman terhadap jabatan yang 
diisi, yaitu : 
Tabel IV.17 
Kesesuaian Pengalaman dengan jabatan 
No Tanggapan Responden Skor (x) Frekuensi (f) f.x Persentase
1 Sangat Sesuai 5 2 10 4%
2 Sesuai 4 49 196 85%
3 Cukup Sesuai 3 8 24 10%
4 Tidak Sesuai 2 0 0 0%
5 Sangat Tidak Sesuai 1 0 0 0%
JUMLAH 59 230 100%  
Rata-rata skor (x) =
∑( . )
 = = 3,89 
Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Tabel di atas menunjukkan bahwa pengalaman yang dimiliki pegawai 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar sudah sesuai dengan 
jabatan yang diisi. Pandangan ini merupakan suatu bentuk pendapat yang 
dibuktikan dengan diberlakukannya sistem karir dalam mengisi jabatan 
khususnya jabatan struktural. Oleh karena itu pengalaman menjadi salah satu 
syarat dalam mengisi jabatan tersebut. 
Selanjutnya, berikut merupakan data tentang pengalaman kerja dapat 




Pengalaman kerja dalam menunjang pekerjaan 
No Tanggapan Responden Skor (x) Frekuensi (f) f.x Persentase
1 Sangat Menunjang 5 5 25 11%
2 Menunjang 4 49 196 83%
3 Cukup Menunjang 3 5 15 6%
4 Tidak Menunjang 2 0 0 0%
5 Sangat Tidak Menunjang 1 0 0 0%
JUMLAH 59 236 100%  
Rata-rata skor (x) =
∑( . )
 = = 4 
Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Tabel di atas menunjukkan responden merasa pengalaman yang dimiliki 
dapat menunjang pekerjaanya. Ini karena hal-hal yag mereka dapat dari posisi 
sebelumnya dapat berguna pada posisi yang mereka isi saat ini. Untuk itu 
adanya pengalaman ini dapat membantu pegawai Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD) Kota Makassar dalam menyelesaikan pekerjaannya. 
Berikut penulis menyajikan data rekapitulasi indikator pengalaman kerja 
yang mencakup aspek kesesuaian pengalaman kerja dan pengalaman kerja 





























F 2 49 8 0 0 59 
3,89 
f.x 10 196 24 0 0 230 






F 5 49 5 0 0 59 
4 
f.x 25 196 15 0 0 236 
% 11% 83% 6% 0% 0% 100% 80% 
TOTAL 
Jumlah Responden (f) 59 
Jumlah f.x 466 
Jumlah Persentase (%) 78,9% 





Rentang Nilai Indikator Pengalaman Kerja 
Rentang Nilai Kategori 
118 – 212 Sangat Tidak Baik 
213 – 307 Tidak Baik 
308 – 402 Cukup Baik 
403– 497 Baik 
498 – 590 Sangat Baik 
Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Adapun nilai indikator pengalaman kerja yang mencakup aspek 
kesesuaian pengalaman kerja dan pengalaman kerja dalam membantu 
menyelesaikan pekerjaan hasilnya baik dengan skor 466 atau 80%. Ini 
menunjukkan bahwa kesesuaian pengalaman sudah mendapatkan predikat baik 
karena mereka ditempatkan sesuai pengalaman yang dimiliki. 
Dari segi indikator pengalaman, pegawai Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD) Kota Makassar telah merasa ditempatkan sesuai dengan pengalaman 
kerja yang mereka dapatkan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil akhir 
masuk dalam kategori baik dengan skor 466 atau 80%. 
Setelah mengukur dari ketiga indikator di atas, maka berikut data  





Rekapitulasi Nilai Indikator Penempatan Pegawai 
No Indikator f.x Persentase 
1 Pendidikan 595 67,2% 
2 Keterampilan kerja 1028 69,5% 
3 Pengalaman Kerja 466 78,9% 
 Jumlah 2089 71,8% 
Sumber: Diolah dari data primer, April 2016 
Tabel IV.22 
Rentang Nilai Indikator Penempatan Pegawai 
Rentang Nilai Kategori 
590 – 1062 Sangat Tidak Baik 
1063 – 1535 Tidak Baik 
1536 – 2008 Cukup Baik 
2009 – 2481 Baik 
2482 – 2950 Sangat Baik 
Sumber : Diolah dari data primer, April 2016 
Dari data tabel di atas, hasil indikator dari penempatan pegawai masuk 
dalam kategori Baik dengan skor 2089 atau 71,8%. Ini menunjukkan 
penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar 
sudah dilakukan dengan baik. Namun masih ada beberapa aspek yang perlu 
dibenahi untuk meningkatkan efektivitas kerja di BKD Kota Makassar itu sendiri.  
Aspek yang harus dibenahi yang perlunya pendidikan dan keterampilan 
lanjutan yang harus diberikan oleh pihak BKD Kota Makassar karena pegawa 
merasa masih membutuhkannya untuk menunjang pekerjaan mereka. 
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Pendidikan dan pelatihan ini dimaksudkan untuk menambah kemampuan 





V.1  Kesimpulan 
 Berikut kesimpulan dari hasil penelitian tentang penempatan pegawai di 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar yaitu : 
1. Indikator Pendidikan 
Indikator ini menyangkut aspek tentang kesesuaian latar belakang 
pendidikan dengan jabatan, kemampuan latar belakang pendidikan dalam 
menunjang pekerjaan, dan seberapa perlu pendidikan lanjutan untuk menunjang 
pekerjaan dalam penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 
Kota Makassar. Berikut merupakan hasil persentase dari indikator pendidikan 
adalah : 
a. Hasil dari kesesuaian latar belakang pendidikan dengan jabatan yaitu 
75,6% 
b. Hasil dari kemampuan pendidikan dalam menunjang jabatan yaitu 
77,6% 
c. Hasil dari seberapa perlu pendidikan lanjutan untuk menunjang 
pekerjaan yaitu 48,4% 
d. Hasil persentase dari indikator pendidikan adalah 66,2% dalam hal ini 
masuk dalam kategori cukup baik. 
 
2. Indikator Keterampilan  Kerja 
Indikator ini menyangkut tentang kesesuaian keterampilan yang dimiliki 
dengan jabatan, keterampilan kerja dengan jabatan, kemampuan keterampilan 
kerja dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan memanfaatkan fasilitas 
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kantor, keterampilan mempengaruhi orang lain, dan seberapa perlu keterampilan 
lanjutan dalam menyelesaikan pekerjaan dalam penempatan pegawai di Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar. Berikut merupakan hasil persentase 
dari indikator keterampilan kerja adalah : 
a. Hasil dari kesesuaian keterampilan kerja yaitu 73,25 
b. Hasil dari keterampilan kerja dengan jabatan yaitu 77,65 
c. Hasil dari kemampuan memanfaatkan fasilitas kantor yaitu 77,6% 
d. Hasil dari keterampilan mempengaruhi orang lain yaitu 78,6% 
e. Hasil dari keterampilan lanjutan yaitu 39,6% 
Hasil persentase dari indikatorketerampilan kerja adalah 69,5% dalam hal ini 
masuk dalam kategori baik. 
3. Indikator Pengalaman 
Indikator pengalaman menyangkut aspek tentang kesesuaian pengalaman 
kerja dengan jabatan dan kemampuan pengalaman dalam menunjang pekerjaan. 
Berikut merupakan hasil dari indikator pengalaman yaitu : 
a. Hasil dari kesesuaian pengalaman kerja yaitu 77,8% 
b. Hasil dari pengalaman dalam menunjang pekerjaan yaitu 80% 
Hasil persentase dari indikator pengalaman kerja adalah 78,9% dalam hal ini 
masuk dalam kategori baik. 
V.2  Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran 
tentang penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota 
Makassar, yaitu : 
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1. Penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar 
harus lebih memperhatikan syarat penempatan yang dibutuhkan seperti 
pendidikan, keterampilan, dan pengalam yang dimiliki pegawai. 
2. Para pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar 
menginginkan adanya pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk menunjang 
pekerjaan yang dilaksanakan. Ini bertujuan agar lebih meningkatkan 
efektivitas kinerja pegawai itu sendiri. Untuk itu penulis menyarankan agar 
pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar mengadakan 
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EVALUASI PENEMPATAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN 
DAERAH (BKD) KOTA MAKASSAR 
 
Dengan Hormat, 
 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir atau skripsi yang 
sedang penulis lakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin (FISIP-UNHAS), maka penulis melakukan penelitian dengan 
Judul “EVALUASI PENEMPATAN PEGAWAI PADA BADAN 
KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KOTA MAKASSAR.” 
 Untuk mencapai maksud tersebut, penulis memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan memilih jawaban yang 
disediakan sebagai data yang akan dipergunakan dalam penelitian. Atas 
kesediaan dan kerjasamanya, penulis ucapkan terima kasih. 
 
 
        Peneliti, 
        ttd 








A. Petunjuk  
1. Isilah data Bapak/Ibu secara lengkap 
2. Kuesioner ini semata-mata untuk keperluan akademis, mohon 
dijawab dengan jujur. 
3. Bacalah dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti tanpa ada 
yang terlewatkan. 
4. Berilah tanda  (x) pada jawaban yang menurut Anda sesuai. 
 
B. Identitas Responden 
Nama  










1. Menurut Bapak/Ibu, apakah latar belakang pendidikan yang anda 
miliki sesuai dengan pendidikan yang disyaratkan dalam jabatan 
yang anda duduki saat ini? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Cukup sesuai 
d. Tidak sesuai 
e. Sangat tidak sesuai 
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah pendidikan yang telah anda lalui dapat 
menunjang pekerjaan sesuai dengan jabatan yang Bapak/Ibu 
duduki saat ini?  
a. Sangat Menunjang 
b. Menunjang 
c. Cukup menunjang 
d. Tidak menunjang 
e. Sangat tidak menunjang 
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah anda memerlukan pendidikan lanjutan 
untuk menunjang pekerjaan sesuai dengan jabatan yang Bapak/Ibu 
duduki saat ini? 
a. Sangat Perlu 
b. Perlu 
c. Cukup Perlu 
d. Tidak Perlu 
e. Sangat Tidak Perlu 
INDIKATOR KETERAMPILAN KERJA 
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah keterampilan kerja yang anda miliki 
sesuai dengan keterampilan kerja yang disyaratkan dalam jabatan 
yang anda duduki saat ini? 




c. Cukup sesuai 
d. Tidak sesuai 
e. Sangat tidak sesuai 
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah anda mampu menyelesaikan masalah 
pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang anda miliki ? 
a. Sangat mampu 
b. Mampu 
c. Cukup mampu 
d. Tidak mampu 
e. Sangat tidak mampu 
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah anda mampu memanfaatkan fasilitas 
kantor seperti komputer dengan baik sesuai keterampilan yang 
anda miliki? 
a. Sangat mampu 
b. Mampu 
c. Cukup mampu 
d. Tidak mampu 
e. Sangat tidak mampu 
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah anda memiliki keterampilan untuk 
mampu mempengaruhi orang lain dalam bekerjasama 
menyelesaikan tugas ? 
a. Sangat mampu 
b. Mampu 
c. Cukup mampu 
d. Tidak mampu 
e. Sangat tidak mampu 
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah anda memerlukan pelatihan 
keterampilan lanjutan untuk menunjang pekerjaan sesuai dengan 
jabatan yang Bapak/Ibu duduki saat ini? 




c. Cukup perlu 
d. Tidak perlu 
e. Sangat tidak perlu 
 
INDIKATOR PENGALAMAN 
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengalaman kerja yang anda miliki 
sesuai dengan pengalaman kerja yang disyaratkan dalam jabatan 
yang anda duduki saat ini? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Cukup sesuai 
d. Tidak sesuai 
e. Sangat tidak sesuai 
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengalaman kerja yang anda miliki 
dapat menunjang pekerjaan dalam jabatan yang anda duduki saat 
ini? 
a. Sangat menunjang 
b. Menunjang 
c. Cukup menunjang 
d. Tidak menunjang 
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